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Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan untuk:

a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian pelaksanaan Instruksi Presiden ini;
dan

b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini
kepada Presiden secara berkala setiap 3 (tiga)

bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Menteri Kesehatan untuk:
a. mengalokasikan anggaran dalam rangka

pelaksanaan Program Jampersal;
b. menyusun dan menetapkan pedoman teknis

pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin,
nifas, dan bayi baru lahir melalui Program
Jampersal termasuk tata cara pembayaran klaim
Program Jampersal;

c. melakukan pendataan dan menetapkan sasaran
ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir
dalam Program Jampersal berkoordinasi dengan
pemerintah daerah;

d. melakukan pemetaan dan penetapan fasilitas
pelayanan kesehatan pemberi layanan program

Jampersal;

e. memberikan persetujuan atas hasil verifikasi
klaim yang dilakukan oleh Badan Penyelenggaia
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan melakukan
pembayaran klaim pelayanan Jampersal yang
sudah terverifikasi kepada fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai alokasi yang ditetapkan dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
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f. melakukan sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan Program Jampersal;
g. berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk

mendaftarkan peserta Program Jampersal yang
memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak
mampu menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Jaminan Kesehatan;

h. melakukan interkoneksi sistem informasi klaim
Program Jampersal Kementerian Kesehatan

dengan sistem informasi BPJS Kesehatan; dan
i. melaporkan pertanggungjawaban pemanfaatan

dan realisasi anggaran Program Jampersal kepada
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.

Menteri Dalam Negeri untuk:

a. memfasilitasi kepemilikan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) bagi ibu hamil dan
keluarganya;

b. menyediakan akses data penduduk berbasis NIK
untuk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan
Program Jampersal;

c. menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali kota
untuk mengusulkan peserta Program Jampersal
yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang
tidak mampu menjadi peserta PBI Jaminan
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
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d. menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali kota

untuk memfasilitasi pemenuhan sumber daya
pada fasilitas pelayanan kesehatan yang
ditetapkan dalam mendukung Program Jampersal.

4. Menteri Sosial untuk:

melakukan percepatan pemutakhiran data
terpadu kesejahteraan sosial hasil verifikasi dan
validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah
dalam rangka penetapan peserta Program
Jampersal sebagai peserta PBI Jaminan
Kesehatan secara berkala; dan
melakukan penetapan peserta Program Jampersal
sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan
berdasarkan usulan Kementerian Kesehatan dan
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan untuk:

a. memastikan status kepesertaan ibu hamil,
bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang
memperoleh manfaat Program Jampersal belum
memiliki kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional;

b. melakukan verifikasi tagihan pelayanan
persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi
baru lahir yarrg belum memiliki kepesertaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

a.

b
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menyampaikan hasil verifikasi tagihan pelayanan
persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi
baru lahir yang belum memiliki kepesertaan

Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada
Kementerian Kesehatan;

menyampaikan data peserta penerima manfaat
Program Jampersal kepada pemerintah daerah
untuk dilakukan verifikasi dan validasi
pendaftaran sebagai peserta Program Jaminan
Kesehatan Nasional segmen PBI Jaminan
Kesehatan atau Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) Kelas III;

melakukan interkoneksi sistem informasi
verifikasi tagihan klaim Program Jampersal
dengan sistem informasi Kementerian Kesehatan;

dan

melaporkan secara berkala hasil verifikasi
Program Jampersal kepada Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

6. Para Gubernur untuk:

menginstruksikan kepada Bupati/Wali kota untuk
mengusulkan peserta Program Jampersal yang
memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak
mampu menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan
atau PBPU Kelas III sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

menginstruksikan kepada Bupati/Wali kota untuk
memfasilitasi pemenuhan sumber daya pada
fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan
dalam mendukung Program Jampersal; dan

c
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c. memfasilitasi pemenuhan sumber daya pada

fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah
provinsi yang ditetapkan dalam mendukung
Program Jampersal.

Para Bupati/Wali kota untuk:

a. mengusulkan peserta Program Jampersal yang
memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak
mampu menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan

atau PBPU Kelas III sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. memfasilitasi pemenuhan sumber daya pada

fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan
dalam mendukung Program Jampersal.

Pendanaan untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan
bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui
Program Jampersal dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
termasuk untuk operasional pengelolaan Program
Jampersal yang dibebankan pada dana operasional BPJS
Kesehatan yang dapat bersumber dari tambahan dana
operasional Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal
31 Desember 2022.

: Melaksanakan Instruksi
tanggung jaw-ab.

Presiden ini dengan penuh
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